
 

 

 

 

 

WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR   48     TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  

NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PEMUKIMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan nomenklatur dan tugas 

dengan uraian jabatan pada aplikasi Pusdasip serta untuk 

menyelaraskan dengan perencanaan dan keuangan daerah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 

2019, maka perlu adanya perubahan susunan organisasi 

dan tugas pada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

6. Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 



6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Kediri Nomor 7 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah 

Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Kediri Nomor 78); 

7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PEMUKIMAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 

2016 Nomor 57), diubah sebagai berikut :                                    

1. Ketentuan ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Pasal 3 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

‘‘Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum;  

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 

c. Bidang Pemukiman, membawahi : 

1. Seksi Pembangunan Infrastruktur; 

2. Seksi Pengelolaan Pemakaman; 

3. Seksi Pertanahan. 

d. Bidang Perumahan, membawahi : 

1. Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan; 

2. Seksi Pengelolaan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum; 

3. Seksi Pembangunan Drainase. 



e. UPT Dinas; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai 

dengan tugasnya. 

(7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 6 

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 

1 mempunyai tugas : 

a. melaksanakan tata usaha surat menyurat; 

b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian; 

c. melaksanakan urusan rumah tangga; 

d. melaksanakan manajemen aset; 

e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol; 

f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

g. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta 

perbekalan lain; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan 

tugas; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 
 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 7 



Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas : 

a. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan 

program, kegiatan dan anggaran; 

b. menyiapkan usulan anggaran; 

c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 

e. menyusun laporan pelaksanaan program; 

f. melaksanakan pengelolaan keuangan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

4. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

“Pasal 13 

Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi; 

b. merumuskan kebijakan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas 

umum (PSU); 

c. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasana, sarana dan utilitas 

umum (PSU); 

d. melaksanakan pengadaan lampu jalan umum di kawasan perumahan dan 

pemukiman; 

e. melaksanakan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi lampu penerangan jalan 

umum di kawasan perumahan dan pemukiman; 

f. melaksanakan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 

g. mengkoordinir penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

i. menyusun laporan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya; dan  

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 25 Juni 2021 

   WALIKOTA KEDIRI, 

 

  ttd. 

ABDULLAH ABU BAKAR 

 

Diundangkan di Kota Kediri 

pada tanggal 25 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

 

      ttd.  

 

                  BAGUS ALIT 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 49 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19760810 200604 1 022 

 



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR     : 48    TAHUN 2021 
TANGGAL  : 25 JUNI  2021                  

 

 

 

 

 

 

BAGAN ORGANISASI 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

UPT Dinas 

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN UMUM 

 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT 

WALIKOTA KEDIRI, 
 

ttd. 
 

ABDULLAH ABU BAKAR 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

    

    

    

 

BIDANG  
PERUMAHAN 

SEKSI PENGENDALIAN 
PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN 
 

SEKSI PENGELOLAAN 
PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 
 

SEKSI PEMBANGUNAN 
DRAINASE 

 

BIDANG  
PEMUKIMAN 

SEKSI PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR 

 

SEKSI PENGELOLAAN 
PEMAKAMAN 

 

SEKSI  
PERTANAHAN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19760810 200604 1 022 
 


